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BUPATI MINAHASA SELA TAN 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAII' BUPATI MINAHASA SELA.TAN 
NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENT ANG 
TATA CARA PEMBERL\Jf TAJ!BAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI NEGERI SIPlL 
DI LINGKUNGA.N PEMERilfTAH KABUPATEN MINAHASA SELA.TAN 

DENG.AN RAHMAT TVHAN YA.NG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATA.N, 

Menimbang 

Mengingat 

a bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan disiplin 
Aparatur Sipil Negera sena evaluaai terhadap beban kerja pada 
seluruh Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur 
kembali ketentuan pelaksanaan tambahan penghasilan 
Pcgawai Negeri aipil di Jingkungan Kabupaten Minahasa 

Sela tan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pemberian Tambahan Pcnghasilan Pcgawru Negeri 
Sipil di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Se\atan. 

l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
30 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4273); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, 
TambahanLembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400): 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembanln Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembatan Negara Republik 

lndoneslo ...•. 



... 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bah an Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 5679); 

7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan 
Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana te\ah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Pcraturan Oaji PNS {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 123); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9 Pcraturan Pcmenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawa.i Negeri Sipil (Lembamn Negara 
Repub\ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Pcratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagasmana 
telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negen 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pcdoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 
tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lmgjcungen Dcpartemen Dalam Negeri; 

12. Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Pcraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Pcraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pcngelo\aan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2006 Nomor 9 Seri El; 

14. P�raturon .•. 



14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
(Lembara.n Daerah Kabupaten Minahasa Sciatan Tahun 2016 
Nomor 6 Seri DJ; 

15. Peraturan Bupati Minahasa Se\atan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Sclatan 
Tahun 2016 Nomor 36); 

16. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi sena Tata Kerja Dmas Pendidikan, Kepemudaan Dan 
Olaraga Kabupaten Minahasa Selatan (Senta Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 37); 

17. Peraturan Bupati Minahasa Sclatan Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi sena Tata Kerja Satuan Poller Pamong Praja Dan 
Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan (Serita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 38); 

18. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 39 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan 
Kabupaten Minahasa Sclatan {Serita Daerah Kabupaten 
Minahasa Sclatan Tahun 2016 Nomor 39); 

19. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 40 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi sena Tata Kerja Sadan Perencanaan, Penelitian Dan 
Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan (Serita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 40); 

20. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 41 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten 
Minahasa Selatan (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2016 Nomor 41); 

21. Peraturan Bupati Minahasa Sclatan Nomor 42 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi sert.a Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 
Menengah Kabupaten Minahasa Sclatan (Serita Daemh 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 42); 

22. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok Dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dmas Kesehatan Kabupaten Minahasa 
Selatan (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor43); 

23. Peroturon ... 



23. Peraturan Bupati Minahasa Sclatan Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Oinas Llngkungan Hidup Kabupaten 
Minahasa Selatan (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Sclatan 
Tahun 2016 Nomor 44); 

24. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
F'ungsi serta Tata Kerja Dinas Parawisata Kabupaten Minahasa 
Sclatan (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 45); 

25. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Oinas Pertanian Kabupaten Minahasa 
Se\atan (Serita Oaerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 46); 

26. Peraturan Bupati Minahasa Se\atan Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten 
Minahaea Selatan (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Se\at.an 
Tahun 2016 Nomor47); 

27. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Minahasa Selat.an (Serita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 48; 

28. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Orgamsaei, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Minahasa 
Selatan (Serita Oaerah Kabupaten Minahasa Selat.an Tahun 
2016 Nomor 54); 

29. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Oinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Oesa Kabupaten Minahasa Sela.tan {Serita Daerah Kabupaten 
Mmahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 50); 

30. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
F'ungsi serta. Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 
Sele.tan (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 51); 

31. Peraturan Bupati Minahasa Sele.tan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organieasr, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang Kabupaten Minahasa Selatan (Senta Daerah 
Kabupaten Minahaaa Selatan Tahun 2016 Nomor 52); 

32. Peroturon ... 



.• 32. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dmas Perumahan Dan Kawasan 
Pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan (Serita Oaerah 
Kabupaten Mmahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 53); 

33. Peraturan Bupati Mmahasa Selatan Nomor 54 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Togas Pokok dan 
Fungei Serta Tata Kerja Sadan Pengelola Keuangan dan Aset 
Kabupaten Minahasa Selatan (Serita Dacrah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nemer 54); 

34. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Serita Daerah 
Kabupaten Mmahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 55); 

35. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinaa Perhubungan Kabupaten 
Mmahasa Selatan (Berita Daerah Kabupate.n Minahasa Se.latan 
Tahun 2016 Nomor 56); 

36. Pcraturan Bupati Minahasa Se.Iatan Nomor 57 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisas1, Togas Pokok dan 
Fungsi Sena Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnfonnatika 
Kabupaten Minahasa Se.Iatan (Serita Oaerah Kabupaten 
Mmahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 57); 

37. Pcraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisa.si, Togas Pokok dan 
Fungsi Se.rta Tata Ke.rja Dinas Pcrpusta.ka.an dan Ke.raraipan 
Kabupa.ten Minahasa Selatan {Serita Daerah Kabupate.n 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 59); 

38. Pcraturan Bupati Minahasa Sclatan Nomor 60 Tahun 2016 
tenta.ng Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Ke.rja Oinas Pcnge.ndalian Pcnduduk, 
Keluarga Berencana, Pcmberdayaan Perempuan dan 
Pcrlindungan Anak Kabupaten Minahasa Se.Iatan (Serita 
Dae rah Ka bu paten Minahasa Sc Iatan Tahun 2016 Nomor 60): 

39. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisas1, Togas Pokok dan 
Fungsi Se.rta Tata Ke.rja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa 
Se.Iatan (Serita Dae.rah Kabupaten Minahasa Se.Iatan Tahun 
2016 Nomor 61); 

40. Pcraturan Bupati Minahasa Se\atan Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Ke.dudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Oinas Tenaga Ke.rja dan Transmigrasi 
Kabupaten Minahasa Se.Iatan (Serita Dae.rah Kabupaten 
Minahasa Se.Iatan Tahun 2016 Nomor 62); 

41. Ptraturan ..• 



Menetapkan 

4 l . Pera tu nm Bupati Minahasa Se Iatan Nomor 64 Tahun 20 J 6 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
F'ungsi Serta Tata Kerja Dinas Pcnanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan 
(Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 
Nomor 64); 

42. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 65 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisas1, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Sekrctariat Dewan Pcrwalalan Rakyat 
Daerah Kabupaten Minahasa selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Minahasa Se!atan Tahun 2016 Nomor 65); 

43. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 68 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Pungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Minahasa Selatan {Serita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 68); 

44. Pcraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 70 Tahun 2016 
tentang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten 
Mmahasa Selatan (Serita Daerah Kabupaten Mmahasa Selatan 
Tahun 2016 Nomor 70). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAllf BUPATI Mll'l'AHASA SELATAN' TEN'TAN'O TATA 
CAR.A PEMBERIAN' TAllBAHAN PEN'GHASILAN PEGAWAI 
N'EGERI SIPIL DI Lll'l'GKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN' 
MIN'AHASA SELATAN 

BAB l 
KETEN'TUAN' UHUM 

Pa"'1 I 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan. 
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dreingkat PNS ada!ah 

Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
dreerahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Mmahasa Selatan. 

4. Perongkot ... 



4 Perangkat Daerah yang selanjutnva d1smgkat PD. adalah PD di 
hngkungan Pemermtah Kabupaten Mmahasa Selatan 

5 GaJ1 adalah balas jasa atau penghargaan ates hastl kerja 
seseorang 

6 Tambahan Penghastlnn Pegawar Negen S1p1I ;rang selanjutnj a 
dreebur TPP adalah tambahan penghasllan yang drbertkan 
sebagar maentrf atas beban ker:Ja sesuar tugas pokok dan 
fungsi selaku PNS di lmgkungan Pemenntah Kabupaten 
Mmahasa Se!atan 

7 Pejabar perular adalah atasan langsung seuap Pega .... ru Negen 
S1p1l secara berjenjang dan jabatan eselon IV s/d !I vang 
drbertkan kewenangan untuk rnemlar capatan kinerja 
ba .... ahannya 

8 Pejebat }&ng berw ajrb adalah \ang karena jaberan atau 
tugasnva berwenang melakukan tmdakan hukum veng 
berclasarkan peraturan perundang-undangan j ang berlaku 

9 Pelaksana Tugas yang drsmgkat Pit merupakan pejabat 
sementara yang melaksanakan tugas pada ;abatan tertentu 
karena pejabat defimuf belum dilannk 

10 Jam kerja adalah waktu dalam melaksanakan pekerjaan 
11 Han kerja adalah ;umlah han dalam melaksanakan tugas 

kedmasan selama 1 [se tu] masa kmerja 
l2 Masa kinerja ada\ah waktu kerja seuap bulan 
13 Apel PNS adalah pelaksanaan kegiatan ape! pagr dan apel sore 

serta kegratan ape] bersama tamnya 

BAB II 
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENOHASILAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 2 

{l)TPP drbertkan berdasarkan perumbangan vang objeknf untuk 
menmgkatkan kesejehteraan pega .... ai berdasarkan 
a Beban Kerja, dan 
b Beban Kerja Khusus 

(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana crmaxsudkan dalam 
ayat (\) huruf a dsataa, dengan memperh1tungkan jam kerja 
drkelcmpokan berdasarkan 
a Secara umum, dan 
b Secara khusus 

Pasal 3 

fl!TPP berclasarkan Beban Kerja secara umum drberrkan kepada 
PNS vang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja 
eebanvak 37,S Jam/ mmggu 

(21TPP berdasarkan Beban Kerja secara khusus drberrkan kepada 
PNS vang melaksanakan pekerjaan dalam »aktu keqa 
eebenvak 40 jam/ mmggu 

(3JTPP Berdasarkan Beban Kerja Khusus sebagarmana danaksud 
dalam pasal 2 ayar (1) huruf b dsbenkan kepada PNS \ang 
melaksanakan pekerjaan sebanyak 45,5 Jam rrneggu 

Pasal 4. 



' Pa,aJ 4 

(IJ PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaksanakan 
pekerjaan setiap hari kerja ; 

Hari Senin s/d Kam.is: 
Pukul 08.00 s/d Pukul 16.00 WJTA 

• Harl Jumat : 
Pukul 06.30 s/d Pukul 16.00 WITA 

(2) PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 ayat {2), melaksanakan 
pckerjaan setiap hari kerja ; 

Hari Senin s/d Kamis: 
Pukul 08.00 s/d Pukul 16.30 W[TA 

- Harl Jumat : 
Pukul 06.30 s/d Pukul 16.30 WITA 

(3) PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), me[aksanakan 
pekel)aan setiap hari kerja ; 

Hari Senin s/d Kamis; 
Pukui 08.00 s/d Pukul 18.00 WJTA 
Harl Ju mat; 
Pukul 06.30 s/d Pukul 16.30 WITA 

Pasal 5 

(!) TPP drbebankan pads anggaran PD yang dialokasikan melalur 
APBD Kabupatcn Minahasa Selatan. 

(2) TPP diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sehan- 
hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mmahasa Selatan. 

(3) PNS Pusat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Mmahasa Selatan dapat diberikan TPP sepanjang yang 
beraangkutan tidak menerima honor atas pembebanan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran lainnya. 

{4) Bagi PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang di 
tempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa 
Selatan yang tidak menduduki jabatan stroktural, TPP akan 
diberikan pada APBD tahun berikutnya. 

(5) PNS Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang yang 
melaksanakan tugas belajar tidak menerima TPP. 

(6) TPP diberikan kepada pejabat stroktural atau Pit pada jabatan 
stroktural apabila pengangkatannya sebelum atau pada 
pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan sesuai 
jabatan Pit yang diberikan kepadanya. Apabila 
pengangkatannya setelah pertengahan masa kmerja, maka 
pemba.yaran tambahan penghaenan dalam 
pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mu\ai tanggal I 
bul.an berikutnya. 

(7) Bagi PNS pmdahan dari lnstansi Pusat, Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang diangkat dalam jabatan 
stroktural/Plt Jabatan Struktural, maka pembayaran TPP bagi 
PNS tersebut diperhitungkan mulai tanggal I (satu) bulan 
berikutnya. sete\ah mencukupi masa kinerja. 

(8) PNS yang pindah antar PD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahaila Selatan, apabila pemindahannya sebelum 

atau ..... 



atau pada pertengahan masa kmerja, maka TPP drbeyarkan 
oleh PD yang baru. 

Pasal 6 

(I) TPP berdasarkan Bcban Kerja sebegaimana drmn ksudknn 
dalam Pasal 2 huruf a drbertkan berdasarkan pengclompokan 
SKPD, sccara umum berlaku bagi scmua PD. termasuk Pejabat 
Fungsional Direklur Rumah Sakrt Umum, Dokter Ahh dan 
Kepala Puskesmas Pada Dmas Kesehatan Kabupaten Mmahasa 
$!::Iatan kecuali untuk 4 {empat) PD bcrlaku secara khusus 

(2) Besaran TPP seeara khusus aebagarmana drmakaud dalam 
ayat (I) drbertkan kepada SKPD · 
a Si::kretariat Daerah Kabupaten Mmahasa Si::!atan, 
b. Si::kretariat Dewan Penvakilan Rakyat Dacrah Kabupaten 

Mmahasa $!::lat.an; 
c. Badan Perencanaan, Penelinan dan Pcngembangan 

Kabupaten Minahas.a Selatan; 
d. Badan Kepegawaian, Penclidikan dan Pelauhen Kabupaten 

Mmahasa Selatan; 
e. Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu 

Pmtu 

(3) Besaran pemberian TPP secara umum clan secara khusus 
sebagrumana dimaksucl dalam ayat /II dan ayat (2) duetapken 
dengan Keputusan Bupati 

Pasal 7 

{IJTPP bcrdasarkan Beban Kerja Khusus sebagarmana drrnakaud 
clalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PD 
a. Baclan Pengelola Keuangan clan Aset Daerah Kabupaten 

Mmahasa Selatan; 
b. lnspektorat Oaerah Kabupaten Mmahasa &Iatan, 
c. Baclan Pengelola Pajak dan Retribusr Daerah Kabupatcn 

Minahasa Selatan; 
d Bagran Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan; dan 
e. Pengelo!a Keuangan Di Lmgkungan Sekretanat Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan. 
(2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dtmaksud dalam aynt [I) 

clttetapkan dengan Keputus.an Bupall. 

BAB III 
KRJTERJ.A PENERI/IIAAN TAMBAHAN PENGHASILA.N PNS 

Pasal 8 

{l)PNS yang menerima TPP harus memerruhr kntena sebagm 
benkut. 
a. Melaksanakan tugas secara penuh selama satu masa kmerja 

seauar ketentuan yang bcrlaku 
b. Mengrkutr ape] pagi, apel sore dan kegiatan apet kerja 

lrunnya secara tepat waktu; 
c. 'ndak meningga.!kan tempat kerja setama Jam kene tanpa 

izm clan atau surat penugasan, 

d Melaksanaka11 .• 



d. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian 
kinerja yang dihampkan; 

e. Total jumlah nilai komponen disiplin dan komponen kinerja 
tidak kurang dari 50 %. 

(2) Ha.ri kerja bagi PNS yang melaksanakan cuti terhitung mulai 
tanggal selesainya masa cuti. 

{3) PNS yang melaksanakan cuti baik cuti metamrkan atau 
sejenisnya tidak akan menerima tunjangan tambahan 
penghasilan PNS. 

(4) PNS yang melaksanakan cuti apabila melewati pertengahan 
masa kinerja Bobot Komponen Disiplin QOA, 

(5) PNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimakeud da1am ayat (1) dikenakan pemotongan/pengurangan 
yang diambil dari Bobot Pcnilaian Komponen disiplin 40o/o dan 
Komponen Kinerja 600/o. 

(6) PNS yang akibat kelalaiannya dijatuhi hukurnan disiplin 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
maka pemotongan/pengurangan komponen disiplin ditambah 
dengan prosentase sebesar dari jenis penjatuhan hukuman 
disiplin. 

(7) La.manya pemotongan/pengurangan komponen disiplin 
terhadap PNS yang dikenakan sanksi berdaaarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah I (satu) bulan. 

Pa,aJ 9 

(1) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Togas (Pit), dan atau 
drangkat da1am jabatan yang lebih tinggi, diatur sebagai 
berikut; 
a. Bagi PNS yang diangkat sebagai Pit dan pengangkatannya 

sebelum atau pada pertengahan masa lonerja, maka TPP 
dibayarkan sesuai jabatan Pit yang diberikan kepadanya; 

b. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi dan 
pengangkatannya sebelum atau pada penengahan masa 
kmerja, maka tambahan penghasilan {TP) dibayarkan sesuai 
dengan jabatan baru yang diberikan kepadanya; 

c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 
diatas, apabila pengangkatannya setelah penengahan masa 
lonerja, maka pembayaran tambahan penghaeuen da1am 
pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mulai 
tanggal I bulan berikutnya; 

(2) PNS yang melaksanakan tugas kediklatan (D1klat), Togas Luar 
(TL) yang dibuktikan dengan Surat Togas disamakan dengan 
melaksanakan tugas kedinasan secam penuh; 

(3) Bobot penilaian dari : 
a. Komponen disiplin 40%; 
b. Komponen kinerja 600,1, 

(4) Bobot dan pengurangan komponen disiplin sebagaimana 
tercantum dalam lamplnn I peraruren im, 

(S) Bobot dan penilaian komponen kinerja sebagaimana tercantum 
da1am lampinn D peraturan ini. 

Pasal 10 

(l) Tata cara pembayaran TPP sebagai berilrut: 

a. Pejabat ... 



a. Pcjabat Pcnilai secara berjenjang mengajukan hasil penilaian 
disiplin dan kinerja PNS pada setiap masa kinerja kepada 
Pcjabat Pcngguna Anggaran; 

b. Pejabat Pcngguna Anggaran bagi PD yang menerima TPP 
sebagaimana pada pasal 2 ayat (I) huruf b dan pasa.1 2 ayat {2) 
huruf a, mengajukan permintaan pembayaran dengan 
melampirkan rekap absen, lembaran pemlaian kinerja pegawai 
yang divenfikas.i oleh Badan Kepegawaian, Pcndidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan 

c. Pcrmintaan pembayaran dan rekap absen diverifikasi dengan 
melampirkan daftar perhitungan tambahan penghasilan. 

d. Pcrmintaan pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan 
Unit Pclaksana Teknis Daerah (UPTD) disahkan oleh Kepala PD; 

e. pennintaan tambahan penghasilan dalam satu masa. klnerja 
sebagaimana tercantum dalam lamplran IV peraturan ini; 

f. lembaran penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil dan 
perhitungan nilai kinerja pegawai sebagaimana ten:antum 
dalam larnplran IV dan larnplran V peraturan ini; 

(2) Lembaran Penilaian kmerja bagi pegawai negeri sipil dan 
perhitungan nilai kinerja pegawai dilakukan secara obyektif, 
drverifikaei serta ditandatangani pejabat penilai dan atasan 
langsung dengan berkoordinaSl dengan Sadan Kepegawaian 
Pcndidtkan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan. 

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
drsampaikan kembali kepada pejabat pengguna anggaran, untuk 
diJadikan dasar pembayaran tambahan penghaeilan; 

(4) Haarl penilaian disiplin, kinerja dan pembayaran tambahan 
pengha.silan dilaporkan o\eh Masing -masing Kepala Perangkat 
Daerah kepada Bupati dan Wakil Bupati. melalut Sekretaris 
Daerah sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 11 

PNS penerima TPP hams memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Melakae.nakan tugas secara penuh setiap hari kerja selama I (satu) 

bulan; 
b. Mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu; 
d. T!.dak meninggalkan ruangan kerja selama jam kerja tanpa 

penugasan atau ijin atasan langsung; 
e. Melaksanakan tugas pokok dan Iungsr dengan pencapaian kinerja 

yang diharapkan. 

Pasal 12 

Tata cara penilaian ldnerja dalam rangka pcmbcrian TPP, adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan 
benkutnya dengan dikenakan pajak penghasilan PNS eesuer 
peraturan perundang-undangan. 

BABfV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 ..... 



Pasal 14 

{I) Pembmaan dan pcngawasa.n atas pelaksa.naan pembertan >}' 
dilaksanakan oleh masing-masmg kepa!a PD. 

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasa.n sebagrumana dr-na ... ., 1d 
pada ayat (I) dilaporkan kepada Bupau melalur B,«1 m 
Kepcgawaian Dan Diklat Daerah pada setiap akhu- bulan deng.,n 
melamp1rkan rekapftulaal. p.nllalan ldne,ja.. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan bcrlakunya Peraturan Bupan mi, maka Peraturar- R 1p ,n 
Mmahasa Selatan Nomor 1 'rancr. 2Ci'"i UOl::1<><:1.... perubanan nvn 
tenta.ng Tata Cara Pemberian Tambahan Pcnghasllan Pega\1«1 1',e11•·n 
Sipll 01 Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Mmahasa Selatan drc a but 
dan udak berlaku 1agi 

Pasal 16 

Peraturan Bupab im mulru berlaku pada tanggal drundangke. 

Agar set.Lap orang mengetahuinya, memerintahkan pengurrdangan 
Pcraturan Bupati ini dengan penempata.nnya dalam Senta Daemh 
Kabupaten Mmahasa Selatan. 

Ditetapkan di Amurang 
Pada tanggal .3 -l"C,N.., 2U, 1 

BUPAT MINAHASA SELATAN, 

CHRISTl'.ANY EU ENIA PA.RUNTU 

Diundangkan di Amurang 
Pada tanggal "3 4nuar, 2019 

DAERAH 
A SELATAllf, 

DENNY P. K.AAWOAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN MlNAHASA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR <-i 
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TAl'IOOAL 
TEKTAJll'G TATA CARA PEMBERIAl'I TAMBAHAJII' PEKOHA8ILAN PEGAWAI "'"'n"'"' """" "' • rwnv,.., ..... .., """"'"'"".,. • ., ., ....... • _..,. ••••· • •• • .. • 

BOBOT OAJlf PENILAIAN KOMPONEN KINERJA 

�I DINILA.l 
..... ,,.,,_.,, 

3 

.......... 

fungsi d��oo_obeik "!'.S·�--------- 
Kurana m11n1_pu...t11elay11m masyarakat dan sesama 61 :i.d. 80 

• • • • • • • • 

pcleyanan atau bcronentas, mclayani kan:na 
ke nun n rtbadt. n-, rn 

r.rl.;.���"--r!<:' -�-!!!•c•s=�p iun "' ,.,,,... 1 Oilli<. 
2 INiEORJTAS I N!ampu beke a eecera ce te t dan elisien. 81 s d. 100 

Rf'kt'nll kumna ceoat dnn/atau kurnnr \PTIAI tlnnl"'"" r..1 .. rl .i:cn 

KOMITMEN 

4 KERJA SAMA 

Mampu menjaga kom1tmen/bcrtanggung jawab dalam 
mcl.a��an tugasnya. 
Kurang mampu menjaga komil.mcn/kurang 
bt"rtnmunirw ,nwnh tlnlRm mdnk�llnnlrnn !llPA,. 

.,., ...... u,, ,.,;, •. , 
Mampu bckcrja Mllllll dengan scsama pcgawai b8ik 
atasan maupun bawahllil dalllm mt'\aksanakan 

' "'-'"e'•" .,._.,....._.,..,_ ,,._,..,-. ..... 
balk etaeen maupun ba.wahan dalam mclaksa.nakan 

1ix:ke�ann,,,.a0 • _ 

u •. <I. c,i., 
81 s.d. 100 

61 s.d. 80 

Slsd.100 

., ....... 
J 

r� '������--+ '¥"'c"'"'"""'''""""''" ·������������ 5 \ KEPEMIMPINAN \ Mampu mengarnhkan bewahan dcngan baik sehmgga 
,., ••-,o l ., -M·•�' ,,__ 

, jabatan 
• strukturall 

T!de.k mampu mcngarnhkan bewahan sehmgga 
,,,...ltPnnn" hnn,·nlt !Prhi-.,pltnlni 

O s.d. 60 

BUPAT)MINAHASA SELATAN 

r, ' 



LAMPJRAN Ill PERAnJRAN BUPATI MINAHASA SEL.ATAN 
NOMOR TAHUN 2019 
TANGO AL 2019 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

HEGERJ SIPIL DI LllfGKUlfGAl'I' PEKERilfTAH KABUPATEN 
IIINAHASA SELA.TAN 

LEMBAR PENILAIA!f KIJIERJA PEGAWAI NEGERJ SlPIL 

TAHUN 

Faktor pemoag1 •-+ untuk yllllg udak mcmcgangJabatan, Fakor pcmbagl • 5 
untuk yang mcmcgangJabe.ta.n 

SKPD 
BIDANG / SEKRETARIAT 
BULAN 
I. PNS YANG OINILAI 

I. Nama 
2. NI P 
3 Pangkat / Go! Ruang 
4. Jabatan / Non Jabata.n 

II PENH.Al 
J. Nama 
2 NIP 
3. Pangkat / Gol Ruang 
4 Jabatan / Non Jabatan 

III. PENILAIAN KINERJA IBOBOT: 60%1 
No URAIAN ' 

HA.SIL 
. PENILAIAN 
1 ORIENTASI PElAYANAN 
2 INTEGRITAS ' 
3 KOMITMEN ' 

- 
4 KERJA SAMA 
5 KEPEMIMPINAN (Khusus yang memlhld �batan struktllral) 

- 
JUMLAH SKOR HASIL PEN!l.AIANJ 
NIL.AI RATA-RATA (JUMLAH SKOR /4 atau 
5 ., 

I ' DIBULATKAN KE BAWAH 
• . . 

ATASAN PEJABAT PENH.AI 
Manado, tangga.l / bulan /tahun 

PEJABAT PENH.Al 

MD(AHASA SELATAN 

EN1A PARUNTU 



LAMPIRAN IV PERA11JRAN BUPATI MINAHASA SELATAN 
NOMOR TAHUN 2019 
TANGGAl. 2019 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAJIAIII PENGHASILAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA SEt.A.l'AN- 

TATA CARA PENILAIAN KINERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF 
OJ LINGKUNOAII' PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELA.TAN 

No HASIL PENILAIAN KINERJA PENGURI\NOAN (DARI ' 
KOMPONEN KINERJA 6()'.'{<tl..._ 

I J.....N1lal reta-rata darl pen�alan kinerja > 80 0% 
2 Nllal rata-rata darl penlla1an k1nerja 61 $.d. 80 25o/o � -- 

' 3 N1!al tata-rata dar! penlla1an klni,ja 41 s.d. 60 50"/o 
- - 3 Nllal rata-rata darl penllalan klnerja ! 40 IOOo/o - 

BUPAT MINAHASA SELA.TAN 

' CHRJSTIANY EUG NIA PARUNTU 
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